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Sumpah palsu adalah delik yang terjadi apabila seorang saksi yang berada di bawah sumpah menyatakan
keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki dengan sengaja. Pengaturan mengenai
delik sumpah palsu terdapat dalam KUHP pasal 242 ayat (2). Dalam peraturan perundang-undangan
mengenai peradilan pidanadi Indonesia, proses penyelesaian perkara pidana sumpah palsu belum diatur
secara jelas dan terperinci. Prosedur penyel esaiannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 KUHAP,
hanya menyebutkan untuk diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya disel esaikan menurut
ketentuan dalm undang-undang ini. Hingga pada akhirnya dalam praktek pelaksanaannya diserahkan kepada
pengertian oleh aparat penegak hukum di setiap lembaga peradilan. Hal ini menyebabkan timbulnya
ketidakjelasan dalam proses penyel esaian perkara pidana sumpah palsu, diantaranya mengenai tahapan-
tahapan yang harus ditempuh, serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga peradilan
dalam proses penyel esaian perkara pidana sumpah palsu tersebut. K etidakjelasan dalam penyelesaian
perkara sumpah palsu terutama terletak pada harus atau tidaknya penyel esaian tersebut melalui penyidikan
biasa oleh Polisi Republik Indonesia selaku penyidik tindak pidana umum. Sedangkan apabilatidak melalui
penyidikan biasa, dipertanyakan apakah Jaksa Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk melakukan
penyidikan dalam melengkapi berkas perkara. Seyogyanya Penuntut Umum setelah menerima salinan Berita
Acara Sidang dari Panitera dapat langsung melaporkan saks yang telah diduga melakukan delik sumpah
palsu tersebut kepada penyidik Polri, untuk kemudian dilakukan penyidikan dan dilanjutkan dengan
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum dalam setiap
lembaga peradilan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam proses penyelesaian perkara sumpah
palsu. Selain itu, implikasi dari wewenang dan tanggung jawab aparat penegak hukum di setiap lembaga
peradilan tersebut terkait dengan keberadaan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia.
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